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(E) Isi Abstrak :
Kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan Negara khususnya dibidang
penuntutan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang
kejaksaan, selain itu Kejaksaan juga memilki wewenang di bidang perdata dan tata usaha
Negara, jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas
nama Negara, pemerintah, badan usaha milik Negara. Didalam pelaksanaan tugas dan
kewenangannya, Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari BPJS
Kesehatan selaku Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, telah melakukan Upaya
Penyelesaian Perkara atau sengketa diluar pengadilan melalui Jalur Negosiasi.
Bagaimanakah keabsahan kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam
penyelesaian Tunggakan iuran jaminan BPJS Kesehatan di Kota Admnistrasi Jakarta
Selatan ?. Peneliti meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian
hukum normatif dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan
perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terutama yang berkaitan
dengan penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Pengacara Negara
dalam penyelesaian penunggakan iuran jaminan BPJS Kesehatan di Kota Administrasi
Jakarta Selatan. Bahwa Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
dalam menangani penyelesaian Tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Kota Administrasi
Jakarta Selatan sah dikarenakan ditunjuknya Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat
Kuasa Khusus (SKK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
terlebih dahulu melakukan upaya non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar
Pengadilan dengan melakukan negoisasi dengan Pemberi kerja yang melakukan
penunggakan iuaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pelaksanaan Upaya Penegakan Hukum melalui jalur Non Litigasi bagi penyelesaian
penanganan penunggakan iuran Jaminan Sosial Kesehatan Jakarta Selatan dianggap
sebagai alternatif penyelesaian perkara, sebelum perkara tersebut benar-benar dilanjutkan
ke tahap proses pemidanaan.
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